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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang  

digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi 

tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus 

Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis 

besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

Konsonan Tunggal 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system 

tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini 

sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, 

dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf  

Arab 
Nama 

Huruf  

Latin 
Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ś s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‟ ḥ h (dengan titik dibawah) ح

 Kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad Ş s (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Ţa Ţ t (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Waw W We و

ٍ Ha‟ H Ha 
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 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي

 

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta‘aqqidīn هتعقدّيي

 Ditulis ‘iddah عدّة

 

Ta’ Marbuthah di Akhir Kata 

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 ditulis Jama‟ah :  جواعة

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

الله ًعوة   : ditulis Ni‟matullah 

الفطر زكاة   : ditulis Zakat al-Fitri 

Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

Vokal Panjang 

1 Fathah + alif 

 جَاهِلِيَّةْ 

Ditulis Ā 

Jaāhiliyyah 

2 Fathah + ya‟mati 

 يسَْعىَ

Ditulis Ā 

yas‘ā 

3 Kasrah + ya‟mati 

 كَرِيْن  

Ditulis Ī 

Karīm 
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4 Dammah + 

wawumati 

 فرًُوْض  

Ditulis 
Ū 

fur ūḍ 

 

Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan 

Dengan Apostrof 

 ditulis a’antum : أأًتن

 ditulis mu’anntaŚ : هؤًج

Vokal Rangkap 

1 Fathah dan ya‟ sukun 

 بيٌَْكًُنْ 

Ditulis Bainakum 

2 Fathah dan wawu 

sukun 

نْ فوَْقكَُ   

Ditulis Fauqakum 

Kata Sandang Alif + Lam 

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur’an :  القراى

Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  

Syamsiyah yang mengikutinya 

 ditulis as-sayyi’ah :  السيعّة
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Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

Ditulis kata per kata, atau 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian. 

الإسلام شيخ   : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul 

Islam 
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ABSTRAK 

Latif Fatkhurrozi. 2024. Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara Tentang Iwadh. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi 

Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, 

M.H. 

Banyak masyarakat Banjarnegara yang belum memahami 

konsep iwadh dan hukum-hukumnya. Masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara belum memahami hukum-hukum tentang iwadh, 

sehingga masyarakat Kabupaten Banjarnegara belum memiliki 

kesadaran hukum untuk melaksanakan iwadh. Padahal, menurut Pasal 1 

[i] KHI mengatur bahwa suami harus menerima iwadh atau tebusan 

dari isteri yang mengajukan khuluk atas suaminya ke Pengadilan 

Agama. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan pemahaman 

hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman Hukum 

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini 

berjenis penelitian yuridis sosiologis, yakni jenis penelitian yang 

menggabungkan ilmu-ilmu sosial (interdisipliner) dengan hukum. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  Pendekatan ini 

dimaksud untuk memberikan paradigma penelitian yang digunakan 

untuk meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan 

kehidupan sehari-hari. Data primer penelitian ini bersumber dari 

responden masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan data 

sekunder mengambil dari buku, jurnall, skripsi, da ln undalng-undalng da ln  

lalin-lalin yalng terka lit dengaln temal penelitialn. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan angket/kuesioner dan studi dokumen. Data 

tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) pemahaman hukum 

masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan iwadh yaitu 

masyarakat secara umum sudah memahami isi dari hukum iwadh dan 

mengetahui fungsi adanya iwadh; dan (2) Faktor yang mempengaruhi 

pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara yaitu 

pendidikan dan peran tokoh agama. Masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara sudah mampu melaksanakan hukum iwadh saat 

terjadinya khuluk dengan pengetahuan hukum yang telah didapatkan. 

Pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara cukup 



 

 

xiii 

 

menjadi bekal dalam melakukan perbuatan hukum terkhususnya 

membayar iwadh jika terjadi khuluk atas kehendak istri, sehingga 

khuluk tersebut menjadi sah secara hukum. 

Kata Kunci: Iwadh, Banjarnegara, dan Pemahaman Hukum  
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ABSTRACT 

Latif Fatkhurrozi. 2024. Banjarnegara Regency Community Legal 

Understanding Regarding Iwadh. Sharia Faculty Thesis, Islamic 

Family Law Study Program. KH Abdurrahman Wahid State Islamic 

University (UIN) Pekalongan. Supervisor Dr. Trianah Sofiani, MH 

Many Banjarnegara people do not understand the concept of 

iwadh and its laws. The people of Banjarnegara Regency do not yet 

understand the laws regarding iwadh, so the people of Banjarnegara 

Regency do not have the legal awareness to carry out iwadh. In fact, 

according to Article 1 [i] KHI regulates that the husband must receive 

iwadh or ransom from the wife who submits a request for khuluk over 

her husband to the Religious Court. For this reason, this research aims 

to explain the legal understanding and factors that influence the legal 

understanding of the people of Banjarnegara Regency regarding iwadh. 

This study uses a qualitative method. This research is of the 

research typesociological juridical, that isa type of research that 

combines social sciences (interdisciplinary) with law. This research 

approach is a qualitative approach. This approach is intended to 

provideresearch paradigm used to examine informants as research 

subjects in everyday life environments. The primary data for this 

research comes fromrespondents from the people of Banjarnegara 

Regency. While secondary data is taken from book, journalll, thesis, daln 

undalprocrastinatelng daln lalin-lalyeahlng guesslit withln themelresearchaln. 

This research data collection technique uses questionnaires and 

document study. The data is analyzed using analysisqualitative. 

The results of this research include: (1) the legal understanding 

of the people of Banjarnegara Regency regarding the implementation of 

iwadh, namely that the community generally understands the contents 

of the iwadh law and knows the function of iwadh; and (2) Factors that 

influence the legal understanding of the people of Banjarnegara 

Regency are education and the role of religious figures. The people of 

Banjarnegara Regency are able to implement the iwadh law when 

khuluk occurs with the legal knowledge they have acquired. 

Understanding the law of the people of Banjarnegara Regency is 

sufficient provision in carrying out legal actions, especially paying 
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iwadh if a khuluk occurs at the wife's will, so that the khuluk becomes 

legally valid. 

Keywords: Iwadh, Banjarnegara, and Legal Understanding. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Iwadh merupakan kompensasi yang diberikan oleh seorang 

istri sebagai syarat untuk mengajukan permohonan cerai kepada 

suaminya. Iwadh, yang secara harfiah berarti tebusan, merupakan 

elemen kunci dari proses khulu‟. Ketika tidak ada iwadh yang 

diberikan, proses khulu‟ tidak dapat dilakukan.
1
 

Para ulama mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa berbagai jenis 

kompensasi dianggap sah dalam konteks iwadh jika diberikan 

dalam bentuk uang tunai atau angsuran, dan dapat berupa 

maskawin atau barang lain dengan nilai yang lebih sedikit atau 

lebih banyak daripada nilai maskawin.
2
  

Surah Al-Baqarah, ayat 229, membahas jumlah dan nilai 

tebusan, dengan penjelasan berikut : 

لََقُُ ُباِخِْسَانٍُ ُالَطَّ ٌۢ ُتسَِْْيحْ  ُاوَْ ُبهَِعْرُوفٍْ ٌۢ ُفاَمِْسَاك  توِِٰۖ ُانَُُْمَرَّ ُلكَُمْ ُيََلُِّ وَلََ
ُشَيـًْٔٔا وَّ ٌُ َْ آُاتٰيَتُْهُ خُذُوْاُمِهَّ

ْ
فاَنُُِْتأَ ُِِۗ ُيقُيِهَْاُخُدُوْدَُاللِّّ َافآَُالَََّ ُٓانَُْيََّّ ُُالََِّ خِفْتُمُْالَََّ

ٍِهَا يْ
فلَََُجُيَاحَُعَلَ ُِِۙ ُاللِّّ ُخُدُوْدَ ُفلَََُُيقُِيهَْا ِ ُاللِّّ ُافْتَدَتُْبًِ  ُتلِكَُْخُدُوْدُ فيِهَْا

ا ُ ٌَ ٌُُُتَعْتَدُوْ ُِفاَوُلٰٰۤىِٕكَُ ُخُدُوْدَُاللِّّ تَعَدَّ َْنَُوَنَوُْحَّ لهُِ  ٢٢٩ُمُُالظِّ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara 

yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu 

dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 

keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 

isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 

                                                           
1 Syarifuddin Latif, Fiqih Munahakat (II), (Watampone, Fakultas Syariah IAIN 

“Allauddin”, Watampone, 1989), hlm. 46 
2 Syarifuddin Latif, Fiqih Munahakat (II), hlm. 47 
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Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa 

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-

orang yang zalim.
3
 

 

Perbedaan pendapat di antara ulama muncul karena tidak ada 

ketetapan yang jelas mengenai apakah suami diperbolehkan untuk 

menetapkan atau menerima tebusan yang melebihi nilai maharnya 

saat pernikahan. Hal ini disebabkan oleh adanya dua versi hadis 

yang memberikan persetujuan dan larangan terhadap suami dalam 

menerima tebusan yang melebihi nilai mahar. 

Perceraian dapat disebabkan oleh banyak hal dan salah 

satunya adalah tidak dipenuhinya perjanjian perceraian, antara lain 

kurangnya dukungan fisik dan emosional, perselisihan dalam 

hubungan keluarga, dan pelanggaran perjanjian pranikah yang 

berulang-ulang. Untuk mendapatkan kejelasan di bidang hukum, 

perempuan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 

dan memberika bukti yang cukup bahwa sang suami melanggar 

perjanjian cerai dan tidak memenuhi kewajibannya. Jika 

pengadilan agama memutuskan untuk menceraikan pasangan 

tersebut, maka istri wajib membayar iwadh atau uang tebusan 

kepada suaminya.
4
 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Iwadh adalah syarat 

berlakunya khuluk. (Pasal 1 [i] KHI). Artinya suami harus 

menerima iwadh atau tebusan dari isteri yang mengajukan Khuluk 

atas suaminya ke Pengadilan Agama. Kehendak bercerai oleh isteri 

tidak dapat disebut sebagai Khuluk apabila antara suami istri 

terjadi perselisihan tentang besar kecilnya uang iwadh atau ketidak 

bersedianya salah satu pihak dalam penyerahan uang iwadh. Maka, 

pereraian tersebut diganti menjadi gugatan cerai biasa. (Pasal 148 

KHI).  

Besarnya uang „iwadh didalam hukum Positif Indonesia 

diatur di dalam keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 

                                                           
3 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 55 
4 Azizah Hutagalung, Nur dan Edi Gunawan,“Taklik Talak dan Akibat 

Hukumnya dalam Kompilasi Hukum islam Perspektif Teori Feminis”,Jurnal,Al Mizan 

Vol.15 No 1, (2019),hlm. 195 
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dalam jumlah uang iwadhh Rangkain Sighat Taklik Talak bagi 

Umat Islam sebesar  Rp. 1000 (Seribu Rupiah) yang telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang „Iwadh dalam Rangkain Sighat 

Taklik Talak bagi Umat Islam  yaitu  sebesar Rp.10.000. Dalam 

Pertimbangan menetapkan Keputusan tersebut adalah peraturan 

keputusan Menteri Agama nomor 8 Tahun 1984 dipandang sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan, dan pertimbangan yang 

kedua untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam 

terutama bagi yang memperoleh bantuan dari uang iwadh tersebut 

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh 

karena itu diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Thun 2000 Sampai saat ini belum ada perubahan atas Keputusan 

tersebut.
5
 

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik, 

perceraian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 mencapai 

749 perkara, pada tahun 2022 mencapai 3048 perkara, dan pada 

tahun 2023 mencapai 3018.
6
 Dalam kasus ini, masih banyak 

masyarakat Kabupaten Banjarnegara belum memahami tentang 

aturan-aturan iwadh. Padahal efektivitas dari hukum sendiri 

dibangun atas dasar pemahaman aturan dengan baik, bukan hanya 

paham secara substansi melalui sumber-sumber yang lain dan tidak 

dari sumber hukum aslinya yaitu undang-undang yang berkaitan. 

Pemahaman hukum dan kesadaran penuh adanya aturan membawa 

masyarakat lebih sadar tentang hukum iwadh.  

Hampir setiap pasangan yang baru menikah mengikuti akta 

sighat taklik taqlik setelah akad nikah. Namun apabila suami 

melanggar syarat-syarat sighat taklik selama tinggal bersama, maka 

istri berhak meminta cerai melalui pengadilan agama tempat 

tinggalnya yang tercantum dalam KTP. Syarat pembayarannya 

                                                           
5 Menteri Agama RI. “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadhh dalam Rangkain Sighat 

Taklik Talak bagi Umat Islam”,Jakarta. 2000 
6 Badan Pusat Statistik, 

https://banjarnegara.bps.go,id/indicator/108/164/1/banyaknya-nikah-talak-cerai-dan-

rujuk.html  

https://banjarnegara.bps.go,id/indicator/108/164/1/banyaknya-nikah-talak-cerai-dan-rujuk.html
https://banjarnegara.bps.go,id/indicator/108/164/1/banyaknya-nikah-talak-cerai-dan-rujuk.html
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adalah iwadh dan biaya perkara sehubungan dengan akta cerai. 

Banyak masyarakat Banjarnegara yang belum memahami konsep 

iwadhi dan hukum-hukumnya. Mereka hanya mengetahui cara 

mengucapkan ijab qobul saat menikah tanpa memahami makna 

dari sighat taklik talak. Oleh karena itu, setelah mempelajari latar 

belakang masalah ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

topik ini dalam sebuah makalah penelitian yang relevan dan 

menarik. 

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul “Pemahaman 

Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah : 

1. Bagaimana Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara Tentang Iwadh? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Pemahaman Hukum 

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan Pemahaman Hukum Masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara 

Tentang Iwadh. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoris 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

terutama tentang hukum keluarga islam, khususnya hukum 

perkawinan, dengan mempelajari uang iwadl. Serta bisa 

memperluas pandangan berfikir dan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi pembaca sebagai rujukan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai tema terkait. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

terhadap masyarakat tentang uang iwadl. Hasil penelitan ini 

diharapkan menjadi masukan bagi pasangan suami istri dalam 

pemahaman hukum tentang uang iwadh tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah satu tafsir 

atau pembacaan yang berlebihan dalam memahami pembahasan 

penelitian ini, maka kerangka teori merupakan uraian tentang 

konsep-konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

yang dirumuskan. Oleh karena itu, penulis harus menjelaskan 

maksud dari judul tersebut dengan menjelaskan rinci sebagai 

berikut:
7
 

1. Konsep Hukum 

Konsep-konsep seperti hak, kewajiban, hubungan, 

lembaga peradilan, perkawinan, warisan dan transaksi penjualan 

merupakan konsep yang digunakan untuk memahami asas 

hukum.
8
 

2. Pemahaman Hukum 

Pengetahuan hukum mengacu pada seberapa banyak 

pengetahuan yang dimilki seseorang tentang isi ketentuan 

penulis, termasuk isi, tujuan, dan manfaatnya.
9
 

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom 

terbagi menjadi tiga bagian: 

a. Paham 

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat 

pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan 

apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam 

tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya 

belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya 

dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata). 

                                                           
7 Hermawan, Iwan.”Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kantitatif, dan 

Mixed Metode”. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan,2019, hlm.126 
8 Damang, Konsep Hukum dalam Metode Penelitian Hukum, jurnal 
9 http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11391/6/BAB2,h.13  

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11391/6/BAB2,h.13
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b. Tidak Cukup Paham 

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang 

menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang 

sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan 

bisa dibilang masih jadi simpang siur. 

c. Tidak Paham 

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang 

dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan 

pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang 

disampaikan.
10

 

3. Uang Iwadh 

Khulu tidak bisa lepas dari kewajiban membayar iwadh, 

yaitu pembayaran yang harus dibayar istri kepada suaminya 

sebagai syarat cerai. Iwadh adalah salah satu aspek terpenting 

dari khulu. Perceraian tidak akan terjadi sebelum istri 

memberikan iwadh kepada suami. 

Segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar, dapat pula 

dijadikan iwadhi atau tebusan, yang bisa sama dengan, kurang 

dari, atau lebih dari mahar.
11

 

F. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Eliya Rosyidah, 2019 

dengan judul: “Analisis Maslahah Terhadap Keputusan Menteri 

Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang iwadh 

Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam”. 

Penelitian ini sama-sama membahas uang iwadh; namun, 

penelitian saya berfokus pada maslahah penetapan iwadh dengan 

menggunakan analisis maslahah, yang menyimpulkan bahwa 

masalah tersebut masuk dalam maslahah tahnisiyah; dan penelitian 

saya berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang uang 

iwadh di kabupaten Banjarnegara. 

                                                           
10 Yupita Sari, “Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako terhadap Koperasi 

Syariah (Studi Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan)”, Skripsi, IAIN 

Bengkulu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), hlm.21. 
11 Helmi, zulfikar awaludin,” implementasi pembayaran uang iwadh 

dipengadilan agama Cibinong,” skripsi. UIN Jakarta,2015, hlm.15 
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Penelitian yang dilakukan Zulfikar Awaludin Helmi, 2015 

dengan judul : “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di 

pengadilan Agama Cibinong”. Dari rumusan masalah tersebut, 

jelas bahwa penelitian ini lebih berfokus pada penerimaan dan 

penyaluran uang iwadh di pengadilan agama Cibinong. Judul 

peneliti dan judul penulis sama-sama membahas tentang uang 

iwadh, tetapi peneliti Zulfikar mengumpulkan datanya dari 

dokumen atau berkas pelaporan uang iwadh yang diterima dari 

pengadilan agama Cibinong, sedangkan penulis menggunakan 

wawancara dengan orang-orang di kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian yang dilakukan Hasna Afifah,2023 dengan judul: 

“Analisis persepsi hakim terhadap uang Iwadh dan khulu’ dalam 

perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)”. 

Penelitian ini berfokus pada landasan hukum putusan hakim 

tentang pembayaran uang iwadh di pengadilan agama Wonosobo. 

Penelitian ini serupa dengan judul penulis karena sama-sama 

membahas tentang uang iwadh, tetapi penulis membahas 

Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang 

Iwadh. Penelitian Hasna Afifah berfokus pada analisis uang iwadh 

dan khulu' dalam perceraian dan landasan hukum putusan hakim 

tentang pembayaran uang iwadh di pengadilan agama Wonosobo. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Ratna Sari, 2020 

dengan judul “Hukum Iwadh yang Ditentukan Pemerintah 

Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas”. 

Penelitian ini berfokus pada pendapat tokoh agama Kabupaten 

Banyumas tentang hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis karena sama-sama membahas hukum iwadh. Namun, 

perbedaannya adalah penulis lebih berfokus pada pemahaman 

hukum masyarakat terhadap iwadh di Kabupaten Banjarnegara.  

Penelitian yang dilakukan oleh Risda Apriliana, 2021 

dengan judul “Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) Dalam Kasus 

Cerai Khulu‟ (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA 

Watampone)”. Penelitian ini berfokus pada implementasi 

pembayaran iwadh di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone 
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beserta faktor penghambat dan pendukungnya.
12

 Penelitian ini 

relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas 

tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada praktik di 

dalam pengadilan agama sedangkan penelitian penulis berfokus 

pada pemahaman hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten 

Banjarnegara secara empiris.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Abubakar dan 

Maulizawati, 2018, dengan judul “Persyaratan Hak Iwadh Khulu 

(Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)”. Penelitian ini 

berfokus pada cara penetapan hukum Imam Malik dalam konteks 

iwadh yang mana Imam Malik ini menggunakan nash al-Bayan bi 

al-Qaul yakni, penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau 

firman Allah SWT.
13

 Penelitian ini relevan dengan penelitian 

penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, 

penelitian ini lebih kepada analisis hukum dari perspektif imam 

maliki sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman 

hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara 

secara empiris. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Awaludin Helmi, 

2015, dengan judul “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di 

Pengadilan Agama Cibinong”. Penelitian ini berfokus pada 

implementasi penerimaan dan penyaluran uang iwadh di 

Pengadilan Agama Cibinong.
14

 Penelitian ini relevan dengan 

penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. 

Hanya saja, penelitian ini lebih kepada praktik di dalam pengadilan 

agama sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman 

hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara 

secara empiris. 

                                                           
12 Risda Apriliana, “Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) Dalam Kasus Cerai 

Khulu‟ (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)”, Skripsi, (Bone: IAIN 

Bone, 2021), hlm. 20 
13 Ali Abubakar dan Maulizawati, “Persyaratan Hak Iwadh Khulu (Analisa 

terhadap Pencapat Mazhab Maliki)”, jurnal Al- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 

No. 1 Januari-Juni 2019. 
14 Zulfikar Awaludin Helmi, “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di 

Pengadilan Agama Cibinong”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Henderi Kusmidi, 2018, 

dengan judul “Khulu‟ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya 

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berfokus pada 

mencari implikasi hukum dari khulu‟ yang diajukan oleh istri 

karena pada dasarnya khulu dibolehkan untuk menghindarkan istri 

dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya bila perkawinan 

dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami.
15

 Penelitian ini 

relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas 

tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada kajian 

normatif pandangan hukum Islam terhadap iwadh khulu‟ 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman hukum 

masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara 

empiris. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isma Zahrotun Nisa dan 

Masrokhin, 2023, dengan judul “Komparasi Iwadh Khulu‟ 

Perspektif Madzhab Syafi‟i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. 

Penelitian ini berfokus pada perbandingan iwadh khulu‟ antara 

pandangan madzhab syafi‟i dengan Kompilasi Hukum Islam.
16

 

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama 

membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada 

analisis perbandingan hukum iwadh di madzhab syafi‟i dan KHI 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman hukum 

masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara 

empiris. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzikri 

Amrullah dengan judul “Pembayaran dan Pendistribusian Uang 

Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)”. Penelitian ini 

berfokus pada pandangan hukum Islam mengenai implementasi 

pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat di Pengadilan Agama 

                                                           
15 Hendri Kusmidi, “Khulu‟ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam 

Perspektif Hukum Islam”, Jurnal El-Afkar Vol. 7 Nomor 1 Januari-Juni 2018.  
16 Isma Zahrotun Nisa dan Masrokhin, “Komparasi Iwadh Khulu‟ Perspektif 

Madzhab Syafi‟i dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Kebudayaan dan Agama, Vol. 1 No. 4 Oktober 2023, hlm. 19-31.  
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Serang.
17

 Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena 

sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini 

lebih kepada praktik di dalam pengadilan agama yang kemudian 

dianalisis menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang iwadh di 

Kabupaten Banjarnegara secara empiris. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan sosiologi tentang hukum 

adalah jenis penelitian yang menjadi karakteristik sebuah 

perilaku masyarakat  di suatu wilayah dalam aspek kehidupan 

social untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh 

mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan 

segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat 

tersebut.
18

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa 

deskripsi tentang pemahaman hukum orang-orang di 

masyarakat Kabupaten Banjarnegara tentang uang iwadh. 

Peneliti juga akan menggunakan yuridis sosiologis untuk 

mendukung penelitiannya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Banjarnegara. 

Argumentasinya yaitu Pemahaman Hukum Masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni 

suatu pendekatan penelitian untuk mengkaji masalah-masalah 

manusia, social dan perilaku-perilaku dilakukan manusia 

dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks 

(komprehensif) yang disajikan dengan narasi, melaporkan 

                                                           
17 Muhammad Dzikri Amrullah, “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh 

di Pengadilan Agama Serang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Serang)”, Jurnal Online UIN SMH Banten, 

http://jurnal.uinbanten.ac.id/  
18 Fajar Mufti,Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.56 

http://jurnal.uinbanten.ac.id/


 

 

11 

 

pandangan-pandangan terinci yang diperoleh oleh informan, 

serta lingkungan sekitar penelitian.
19

 Metode ini dapat 

digunakan untuk menceritakan secara rinci tentang peristiwa, 

tindakan sehari-hari, dan kondisi di mana masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara mengetahui dan memahami hukum 

iwadh. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang 

digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti 

kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri atas data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Dalam 

hal ini adalah data yang didapatkan dari pengisian 

kuisioner  langsung kepada masyarakat di kabupaten 

Banjarnegara sebagai pelaku hukum. Dalam hal ini 

penulis menemukan 102 responden dari unsur masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara.  

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung 

sumber utama, yang dapat berasal dari berbagai literatur, 

baik dalam bentuk dokumen maupun buku. Artikel, jurnal, 

dan buku yang terkait dengan masalah penelitian adalah 

contoh sumber data sekunder.
20

 Dalam hal ini penulis 

menggunakan penulis menggunakan buku-buku, jurnal 

dan bacaan yang terkait dengan teori uang iwadh. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau 

                                                           
19 Imam Gunawan, Metode Penelitian kualitatif Toeri dan Praktik (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), hlm. 83 
20 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitiam Skripsi, Tesis, serta 

Disertasi, (Bandung:Alfabeta,2017),hlm.73 
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membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat 

sebelumnya oleh peneliti kepada responden dengan tujuan 

penelitian memperoleh informasi sedetail dan seakurat 

mungkin.
21

 Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk 

mengetahui pemahaman hukum tentang uang iwadh yang 

terdiri dari 102 responden masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara. Dalam pengumpulan data pada teknik 

angket ini menggunakan model simple random sampling, 

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu.
22

  

b. Studi Pustaka/Dokumen 

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) 

dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses 

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, 

baik itu berupa tulisan,lisan, gambaran, atau arkeologis. 

Dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah 

kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau 

keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan 

dari hasil pengumpulan data berupa buku,notulen, 

transkip, catatan, majalah, dan sebagainya.
23

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan 

data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Proses ini melibatkan mengatur data, memilih 

mana yang penting dan mana yang harus dipertimbangkan, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.
24

 

 

                                                           
21  Fajar Mufti,Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.164 
22 Sigit Sapto Nugroho, dkk., Metodologi Riset Hukum.., hlm.81.   
23 Suteki, Galang Taufani, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM 

(Filsafat,Teori dan Praktik),(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.216-217 
24 Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif dan R&D” 

(Bandung:Alfabeta,2007), hlm. 333-334 
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan 

ini, penulis membagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri 

dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan 

penelitian tersusun secara sistematis. Maka penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan 

dalam penelitian. Bab ini terdiri Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Fungsi bab 

ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai 

pembahasan dalam pembuatan skripsi. 

BAB II : Landasan Teori dan konsep iwadh. Pada bab ini 

berisi mengenai konsep pemahaman hukum dan  iwadh  

BAB III : Hasil Penelitian. Pemahaman Masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara Tentang  Iwadh. 

BAB IV : Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang Analisis 

Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang 

Iwadh dan faktor yang Mempengaruhi dari Pemahaman Hukum 

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh. 

BAB V : Penutup. terdiri dari kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka. 

Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil 

penelitian berupa kesimpulan penelitian dapat membantu 

memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis 

menyimpulkan skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum 

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh” sebagai 

berikut: 

1. Pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara 

terhadap pelaksanaan iwadh yaitu masyarakat secara umum 

sudah paham isi dari hukum iwadh dan mengetahui fungsi 

adanya iwadh, namun masyarakat Kabupaten Banjarnegara 

tidak cukup paham memahami bentuk regulasi atau aturan dari 

iwadh. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang berpendapat 

bahwa iwadh tidak harus berbentuk uang namun bisa 

digantikan dengan bentuk lain seperti menyusui anak-anaknya. 

Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahwa sebelum 

terjadinya khuluk akan lebih baiknya diadakan mediasi antar 

dua pihak keluarga sehingga jelas penyebab perceraiannya 

yang kemudian akan menentukan bahwa iwadh wajib 

dibayarkan atau bisa tanpa iwadh. 

2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara yaitu pertama, pendidikan. Tingkat 

pendidikan menentukan seseorang tersebut memiliki 

pemahaman hukum yang baik atau kurang, sehingga penulis 

mengolah data di atas dengan pemahaman hukum yang ideal 

untuk menentukan kesadaran hukum yang dicapai. Kedua, 

peran tokoh agama. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara 

masih jarang mengadakan kajian-kajian keagamaan dengan 

materi pelaksaan iwadh di desa masing-masing, hal ini 

berdasarkan keterangan dari Dayat selaku ustadz dari Desa 

Situwangi Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. 

  



 

 

51 

 

 

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya pemahaman hukum masyarakat Kabupaten 

Banjarnegara tidak hanya mengetahui tentang isi dari hukum 

iwadh dan mengetahui fungsi adanya iwadh saja, namun 

masyarakat Kabupaten Banjarnegara juga harus mengetahui 

aturan-aturan tentang iwadh sehingga mudah dalam 

membentuk kesadaran hukum.  

2. Seharusnya ada upaya untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat melalui pendidikan atau edukasi tentang iwadh 

yang menjadi salah satu aspek terpenting dari khuluk. Sebab, 

perceraian tidak akan terjadi sebelum istri memberikan iwadh 

kepada suami. Upaya ini dapat dilakukan oleh tokoh agama, 

akademisi maupun keluarga.  
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